Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara by HR, R. (Ridwan)
Tema utaiuA
PEMBATASAN REKUASAAN PEMERINTAH
PERSPEKTIF HUKtIM ADMINISTRASINEGARA
Ridwan
Adanya kekuasaan yang terlalukonsentrasi pada satu pihak menunjukkan bahwa
pembagian kekuasaan yang ada tidakfungsional. Fenomena iniapabila tidak
terkendali akan nienimbulkan absolutisme, demikian'dipaparkan oleh Ridwan dalam
tulisan berikut Dan sebagai antisipasinya pembatasan kekuasaan harus dilakukan.
PENDAHULUAN
Ketika negara akan melaksanakan
tugasnya, ia memerlukan dan diberikan
kekuasaan. Lalu, apakah kekuasaan yang
telah diberikan itu tidak ada batasnya ?
Apakah rakyat harus tunduk dalam seluruh
lapangan kehidupan kepada kemauah
negara ? Apakah negara berhak mengatur
seluruh lapangan hidup dari warganya ?
Atau adakah batas-batas dari kekuasaan
negara ini ? Pertanyaan-pertanyaan ini.
menurut SudargoGautamapada halaman
awal bukunya^J, merupakan pokok-pokok
pikiran sekitar masalah negara hukum.
Pertanyaan-pertanyaan itu pula yang
mengusik perilaku kontemplatif Plato,
yang kemudian melahirkan konsep
nomor^>. Menurut Plato, penyelenggaraan
negara yang balk iaiah yang didasarkan
pada pengaturan (hukum) yang baik.
Beberapa pemikir besar tentang
kenegaraan semisal, John Locke,
Montesquieu, dan la|n-lain, memiliki
keinglnan senada, bahwa kekuasaan
1). SudargoGautama,PengertiantentangNegaraHukum,Aluinni,Ban(Iung,CetakanKedga, 1983,hat.1.
2). TheoHuijbers,FilsafatHukumdal^ LintasanSejarah, I^isius, Yogyakaiyta; CetakanKetima, 1988,hal.22.
3). TahirAzhari, NegaraHukum, Suatu Studi tentang Pnnsip*prinsipnyaDiIihat dari SegiHukum Islam,Implementasinya
padaPeriodeMadmahdanMasaKini,BulanBintang,JalaiTta,CetakanPeTtama, 1992,ha].66.
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negara harus dibatasi agar tidak berjalan
menurut logikanya sendiri. Alternatif
pembatasan kekuasaan yang mereka
tawarkan adalah dengan pemisahan
kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam
negara, agar tidak bertumpuk dalam satu
tangan. Menurut Montesquieu,
kemerdekaan indlvidu hanya dapat
terjamin kalau kekuasaan raja tidak
terpusat dl satu tangan, tetapl
didesentrallsasi^J . Penumpukan semua
kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan
yudikatif/kehakiman, dl tangan yang
sama, apakah satu orang, beberapa or-
ang atau banyak orang dan apakah
keturunan, mengangkat sendiri atau
dipilih, diidentifikasikan sebagai tirani
Keinginan akan adanya pembatasan
kekuasaan negara ini, tidak terkecuali,
dikemukakan pulaoleh Konfusius, melalui
tamsil yang ia tampilkan tentang seorang
ibuyang rela tetap tinggaldi wilayah yang
tidak aman dari binatang buas, walaupun
suami dan anak-anaknya mat! diterkam
binatang buas, daripada tinggaldiwilayah
yang dipimpin oieh pemerintah yang
menindas®>. Konfusius agaknya ingin
mengingatkan semua orang bahwa
pemerintahan yang menindas jauh lebih
berbahaya daripada binatang buas.
Tuiisan ini akan meiihat bagaimana
kekuasaan negara, lebih khusus iagi
kekuasaan pemerintah dapat dikendaiikan
dari perspektifhukum adminlstrasi negara.
UHIRNYA KONSEP NEGARA HUKUM
Ditinjau dari faisafah yang men-
dasarinya, dikenal beberapa konsep
negara hukum, seperti negara hukum
sosialis, negara hukum Islam, negara
hukum Pancasiia, dan Iain-Iain^'. Untuk
menyederhanakan persoalan, pada tuiisan
ini hanyaakan meiihat munculnya konsep
negara hukum formal dan negara hukum
material.
It Negara Hukum FormaP)
Tumbangnya absolutisme raja di
Eropa, pada abad pertengahan, berawal
dari munculnya renaisans, yakni suatu
aliran yang menghidupkan kembali minat.
kepada kesusastraan dan kebudayaan
Yunani Kuno, dan munculnyasekuiarisasi,
yakni pemisahan yang tegas soal-soal
kegamaan dan keduniawian, khususnya
dl bidang pemerlntahan®>. Dua gejala ini
yang kemudian menghantarkan bangsa
Erppa Barat memasuki masa aufklarung
(abad pencerahan). Bangsa Eropa
berusaha melepaskan diri dari belenggu
dark age (abad kegelapan) akibat
dominasi raja dan gereja. Pada masa ini^
kehidupan sosial dan spiritual dikuasai
oleh Paus dan pejabat-pejabat agama,
sedangkan dalam kehidupan politik
4).Utrecht,i'ertgfl«ror//«AHm.4rfmww/roj/Afeg(7ra/rtcfone«a,PustakaTintaMas,CetakanKeempat,1986,hal. 19.
5). James Madison, Sislim Pemerintahan Parlementerdan Presidensial, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hal. 55. ^
6).Betrand Russell, Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru, Yayasan Oborlndonesia
7). Lihatmisalnyapada; TahirAzhari, op.cit, Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral DasarKenegaraan
Modem,PT. Gramedia,Jakarta,CetakanKedua, 1988.
8). Ada keragaman istilah tentang nrgarahukum ini. Untuk negarahukum formal, istilah lainnya adalah negara hukum
-y klasik, negara hukum statis, negara libe.ral, bahkan disebut pula dengan nachtwachterstaat atau negaraperonda. Arief
Budiman menyebut dengan istilah negara pluralisme, negarayang tidakmandiri yang hanya bertindak sebagai
• penyaring berbagm keinginan dari dalam m^yarakatnya. AriefBudiman, "Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-
hasilnya",MajalahPrisraaNo. 7 Tahun 1982.
9).MiriamBudiardjo,Dasar-DaswIImuPolltik,?T.Gramedia,Jakarta, Cetakan Keenam, 1992,Hal.55.
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dikuasai oleh raja yang absolut. Imbas dari
aufklarung adalah munculnya kesadaran
baru dalam kehidupan potitikyang berupa
kecaman-kecaman terhadap absolutisme
raja.
Kecaman terhadap absolutisme raja
didasarkan pada kontrak sosial yang
b'ertumpu pada hukum -alam (Natural
Law). Diasumsikan bahwa hukum alam in!
mengandung prinslp-prinsip keadilan yang
universal, berlaku bag! semua orahg balk
raja maupun rakyat jelata.
Absolutisme raja, yang mengakibatkan
terampasnya hak-hak asasi warga, pada
gilirannya harus dibatasi. Pembatasan
kekuasaan ini dilakukan dengan cara
pemisahan kekuasaan-kekuasaan negara
dan pembatasan aktlfitas-aktifitas
pemerlntah. Gagasan pembatasan
kekuasaan negara inilah yang merupakan
cikal bakai munculnya negara hukum.
Konsep negara hukum dari wilayah
Kontlnental, dikemukakan. oleh Freidrich
Julius Stahl yang memperoleh-iimu
filsafatnya dari filsuf idealis Jerman yang
tersohor, Immanuel Kant. Stahl
menggunakan istllah rechtstaat.
Sedangkan dari wilayah Anglo Sakson,
dikemukakan oleh Albert Vann Dicey yang
menggunakan istiiah rule of law^^L
Rumusan negara hukum dari dua pemikir
inihanya befslfatyuridls dan dalam batas-
batas yang sempit. Hal Ini dapat
dimaklumi karena niereka merumuskan
gagasannya ketika liberalisme klasik
masih sangat dominan. Dominasi
liberalisme klasik ini terllhat dari suatu
asumsi bahwa negara dan
pemerintahannyatidak bolehmencampuri
urusan warga negaranya. Liberaiisme
menyangkal bahwa negara bertujuan
untuk menjamin kesejahteraan umum"L
Tegasnya, pemerintah bertugas untuk
me'mepertahankan staatsonthouding,
yakni prinsip pemisahan negara dari
kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat.
Konsepsi negara hukum formal yang
sempit ini tampak iebih transparan lagi
dengan dianuthya dalil; "The least
goverment is the best goverment" dalam
kehidupan politik dan sosial. yang berarti;
"pemerintahan yang paling sedikit adalah
yang paling balk", dan dalil; "Laissez faire,
laissez aller".dalam kehidupan ekonomi,
yang berarti; "kalau manusia dlbiarkan
mengurus kepentlngan ekonominya
masing-masing, maka dengan sendirinya
keadaan ekonomi seluruh negara akan
sehat"'". Dalil ekonomi ini, menurut
Fachry All merupakan tipe utama dari
idiblogi kapitaiisme. Dari sini kita melihat
bahwa gagasan negara hukum dan
ideologi kapitaiisme^^) mempunyal akar
yang sama, falsafah indivldualisme,
sehingga kelak, peraturan perundangan
yang lahirpunbemuansa falsafah ini, Iebih
mementingkan hak individu, terutama
. para kapitalis, daripada hak komunal.
10).Unsur-unsurRechstaat dariStahladalah: (a)hak-hak asasi manusia; (b)pemisahan ataupembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-hak itu;(c)pemerintah berdasaikan peraturan-peraturan; (d)peradilan administrasl dalam perselisihan.
Sedangkan unsur-unsur Ruleof LawdariDiceyadalah: (a)Supremasi aturan-aturan hukum, tidakadanyakekuasaan
sewenang-wenang, dalamaitibahwaseseorang hanyabolehdihukum kalaumelanggar hukum; (b)kedudukan yang
samadldepanhukum,haiberlaku balkbagipejabatmaupun rakyat;(c) terjaminnya hak-hak manusiaolehundang-
undang sertakeputusan-kepuhisan pengadilan.
11). Frans Magnis Suseno, op.ci^ hal. 319.
12).MiriamBudiardjo, op.cit, Hal.58.
13). FachiyAll,IslamIdiologi DuniadanDominasi Struktural, Mizan, Bandung, Cetakan Kedua, 1984, hal. 23.
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Dalam prakteknya, negara hukum for
mal menciptakan suatu kondisi, dimana
tugas ekonomi dari mereka yang
menguasai alat-alat pemerintah, yaknl
para kapitalis. Kelompok "ruring class" ini
merupakan kelompok ekslusif yang
memiliki hak-hak prevelege^^l Keadaan
seperti In! jelas tidak menguntungkan,
bahkan merugikan beberapa penduduk,
terutama kaum buruh^®).
Dalam perkembangannya sejafah
membuktikan bahwa dalll-dalll tersebut dl
atas tidak tahan uji. Segera setalah Perang
Dunia II usal, tegadi perubahan-perubahan
sosial ekonomi yang cukup besar,
disebabkan pesatnya Industrlalisasi,
teruatama pada.negara-negara yang kalah
perang. Di samping itu, juga tersebamya
paham soslallsme yang menginginkan
kesamarataan dalam pembaglan
kekayaan negara. Bahkan dalil ekonomi
kapitalisme tadi, membawa akibat yang
cukup fetal; lumpuhnya ekonomi negara,
bersamaan dengan bertumpuknya
kekayaan pada para kapitalis, yang
kemudian memunculkan kecemburuan
sosial, sehingga kerusuhan sosialpun tak
terelakkan.
Diilhami oleh fakta sosial dan ekonomi
yang demiklan, akhlrnya para pemikir
menegok kembali pada konsep
perekonomian yang pernah berkembang •
di Inggris, yaitu merkantilisme suatu
doktrin yang menyatakan bahwa negara
mempunyal hak dan kewajiban, baik untuk
mengatur maupun melindungi usaha-
. usaha pribadi, untuk kepentingan
kekuasaandan kejayaan negara^®J. Hal Ini
berarti, kekuasaan pemerintah yang
sempitdan terbatas harus ditinjau kembali,
artinya untuk dapat melaksanakan
ekonomi merkantilisme, kepada
pemerintah harus diberi kekuasaan untuk
biertindak secara luas.
3. Negarq Hukum Moterior^
Gagasan negara hukum material atau
welfare state mungkin tidak muncul, bila
konsep negara hukum formal tidak
membawa akibat yang fatal bagi
kehidupan sosial dan ekonomi. Gagasan
welfare state muncul dari asumsi bahwa
negara harus bertanggungjawabterhadap
kesejahteraan warganya. Konsep negara
Ini lahir sebagai pemcerminan
kemenangan perjuangan-kaumburuhdan
dinamika demokratlsasi keftuatan politik"'.
Konsep welfare st^je dicetuskan
pertania kali, pada tahufi 1938, oleh
Beveridge, seorang anggota Parlemen
Inggris dari Partai Buruh. Menurut
Beveridge, welfare state harus memiliki
program antara lain :
- memeratakan pendapatan masyarakat;
- usaha kesejahteraan sosial bagi
masyarakat, yang dimulai semenjak
mahusia lahir sampai menlnggal;
- mengusahakan lapangan kerja yang
seluas-luasnya;
14).Ultrech,Op.cit,hal. 26.
15). J.J. Von Schmi(l,Pemildran tentangNegaradan Hukum dalam Abad Kesembilanbelas, Eriangga, Jakarta^ Cetakan
Ketiga, 1979, hal. 149.
16).Fachty All,Op.cit,hal. 24.
17). Istilah lain yang digunakan untuk negarajents ini adalah negarahukum moderen, negara kesejahteraan, negara hukum
dinamis, dan welfare state.
18).FransMagnisSuseno,Op.cit,hal.312.
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- pengawasan terhadap upah yang hams
dilaksanakan oleh pemerintah;
- memperluas usaha dalam bidang'
' pendidikan bagi masyarakat, baik
pendidikan formal maupun pendidikan
infcrmaP®^
Pada awal keiahlrannya, konsep wel
fare state yang ditawarkan Beverldge,
lebih berdlmensi ekonomi ketlmbang
politik, dan dalam perkembangannya,
konsep negara Ini ternyata dapat diterima
oleh kebanyakan negara-negara dl
belahan dunia, walaupun, seperti dl
Belanda sendlrl, tidak langsung aplikatif
karena dianggap terlampau mahal untuk
dilaksanakan pada masa itu^®^
TIpe utama dari welfare state adalah
adanya kewajiban pemerintah untuk
melakukan bestuurzorg atau servis pub
lic, yakn\ penyelehggaraan kepentingan
umum2^\ untuk itu, pemerintah harus
melepaskan diri dari bingkai hukum for
mal yang kaku, pemerintah harus diberl
kewenangan yang luas sehingga dapat
melakukan aktifitasnya dengan leluasa.
Pemberian kewenangan yang luas kepada
pemerintah dikenal dengan istilah freies
Ermessen atau pouvoir dlscretlonare,
yang secara sederhana diartikan sebagal
"kemerdekaan pemerintah untuk dapat
bertindak atas inislatif sendiri dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan
sosial^^", atau kewenangan yang sah
untuk turut campur datam kegiatan, sosial
guna melaksanakan tugas-tugas
menyelenggarakan kesejahteraan
umurn"\
Penyelenggaraan pemerintahan pada
welfare state, melalui lembaga freies
Ermessen. mengakibatkan terjadinya
pergeseran sebagian kekuasaan antar
lembaga negara, yakni supremasi badan
legislatif diganti oleh supremasi badan
eksekutif. Konsekuensi aktifltas
pemerintah untukmembuat peraturan atas
inisiatif sendiri, sebagai impllkasi dari
freies Ermessen, sudah barang tentu
pemerintah memerlukan fungsi legislatif^^^.
Tidak dapat disangkal, bahwa freies
Ermessen merupakan suatu keharusan
bagi pemerintah dalam
menyelenggarakan dan merealisasikan
kesejahteraan masyarkaat, melakukan
fungsi bestuurzorg. Akan tetapi,
pemberian freies Ermessen kepada
perherintah bukannya tanpa reslko.Dapat
terjadi, karena intennya kegiatan
pemerintah di tengah masyarakat,
benturan kepentingan antara pemerintah
dan rakyat mudah terjadi.
Luasnya kekuasaan pemerintah,
melalui freies Ermessen, dapat
menimbulkan kesewenangan yang
merugikan masyarakat. Perilaku pe
merintah yang merugikan ini dapat
berupa; perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatige overheld daad),
19). Muchsan, Pembatasan KekuasaanNegara dalam NegaraKesejahteraan, Makalah pada SeminarNasional Hukum dan
Kekuasaan (30TahunSupersemv),PusatStudiHukumUII,Yogyakarta, hal.1.
20). Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Suiab^a, Cetakan Pertama, 1987,
hal. 77.
21). Utrecht,Op.cit, hal. 29.
22). Ibid., hal. 30-31.
23). SF.Marbun danMoch. Mahfiid, Pokok-Pokok HukumAdministrasiNegara, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama,
1987, hal. 46. '
24). Utrecht,Op.cit, hal.31-32.
25). SJachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan PeradilanAdministrasi diIndonesia, Alumni, Bandung, I98S, hal.
238.
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penyalahgunaan wewenang (detpur-
nemen de pouvoir), atau sewenang-
wenang (willekeur atau abiis de droit^ '^).
Bila kesewenangan semacam ini kerap
terjadi di tengah masyarakat, menjadi
kenyataanlah apa yang pemah diingatkan
Lord Acton "Power tends to corrupt and
absolute power tends to corrupt abso
lutely". atau tamsll Konfusius. seperti
tersebutdl atas, bahwa pemerintah yahg
menlndas leblh kejam dan menakutkan
darlpada seeker binatang buas. Untuk
menghlndari hal-hal demikian, leblh tegas
lagi, untuk mencegah timbulnya negara
organis2®J, maka perluadanya pembatasan
kekuasaan.
PEMBATASAN KEKUASAAN
PEMERINTAH
Bila negara hukurh disebut, paling
"tidak, di dalamnya akan terkandung cirl-
clri sebagal berikut; (a): kekuasaannya
dijalankan sesuai dengan hukum-positif
yang berlaku, (b) kegiatan negara berada
dl bawah kontrol kekuasaan kehakiman
yang efektif, (c) berdasarkan sebuah
undang-undang dasar yang menjamin
hak-hak asasi manusia, (d) adanya
pembagian kekuasaan^'L Dari ciri-ciri
negara hukum ini tersirat sejumlah
pembatasan' terhadap perilaku
pemerintah.
Ketika pemerintah akan melakukan
aktifitasnya, meskipun dengan
.menggunakan freies. Ermessen,
pemerintah dibatasi oleh aturan hukum.
Dalam perspektif Hukum Adminlstrasi
Negara, aktifitas pemerintah harus
berdasarkan pada asas legalitas?®> atau
asas welrhatigheid van het bestuur, yaknl
asas yang menyebutkan bahwa tanpa
adanya dasar wewenang yang diberlkan
oleh peraturan perundang-undangan,
maka pemerintah tidak mempunyai
kewenangan untuk melakukan aktifitas,
pemerintah tidak dapat mempengaruhi
atau mengubah keadaan atau posisi
hukum warga masyarakatnya^^L Semua
kewenangan yang ada pada pemerintah
harus didasadon pada Undang-Undang
Dasar atau pada peraturan perundang-
undangan lainnya^^L
Aktifitas pemerintahdi samping harus
didasarkan pada asas iegalitas, menurut
Prajudi Atmosudirdjo®'', juga harus
didasarkan pada asas yuridikitas, yakni
tindakan pemerintah tidak boleh
26); Negara organis adalah negara yang mempunyai kemampuan dan memiliki kepentingan sendiri, seperti seorsng
individu. Moch Machfiid menyebumya sebagai negarayang mandiri, berianggamotoritermeskipunsecara teoritis
dlkatakan bahwanegara bertujuan menjamin kepentingan umum. Dalam negara organis semuakebijaksanaan negara
dlbuat atas inisiatifdan dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan negara. (Moch. Machfiid, Demokrasi dan
Konstitusi diIndonesia, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1993, hal. 9.)
27).FransMagnisSuseno,op.cit, hal. 298.
28). AsaLegalitas dikenal pula dalam Hukum Pidana dengan arti; "Tiadasuatu perbuatan dapat dlpidanakecuali telah ada
aturan pidanadalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan. Asa Legalitas ini semulahanya berkaitan
dengan pajak, yakni sebagai upayauntuk membatasi kesewenangan rajadalam rriemungutpajak teriiadap rakyat.
29). Indroharto,UsahaMemahamiUndang-UndangtentangPeradilanTataUsahaNegara,Buku I,SinarHarapan, Jakarta,
Cetakan Keempat, 1993, hal. 83. LihatpulaBellfente, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bina Cipta, Jakarta,
Cetakan Pertama, 1983, hal. 7 - 8.
30). Soehardjo, Hukum Adminlstrasi Negara, Pokok-Pokok Pengertian sertaPerkembangannyadiIndonesia, Universitas
Diponegoro, Semarang, CetakanPertama,1991,hal.28.
31). Prajudi Atmosudirdjo, Huloim Adminlstrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1981, hal. 30.
No. 6 Vol. 3D 1996 55
TEMA UTAMA
meianggar hukum (onrechtmatigheid).
Selain itu, tindakan pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (algemene
beginselen van behorlijk bestuur^^). Lebih
spesifik lag!, menurut Sjachran Basah,
pelaksanaan pemerintahan dengan freies
Ermessen harus dapat dipertang-
gungjawabkan secara moral dan hukum^'.
Pembatasan kekuasaan lainny'a adalah
melalui pembagian kekuasaan. Pendis-
tribuslan kekuasaan negara, yang
merupakan inti demokrasi, akan
menciptakan suatu kemungklnan akan
adanya keseimbangan, tercipta suasana
saling koreksi antar lembaga. Dengan cara
Inl, kekuasaan tidak terpusat pada satu
tangan, tirani.
Akantetapi, pembatasan-pembatasan
kekuasaan tersebut menjadi tidak relevan
bila tanpa ditopang oleh lembaga
peradllan yang efektif, terutama lembaga
peradiian admlnlstrasi, peradllan yang
secara khusus menangani sengketa
antara pemerintah dengan rakyat. Bila
konsep Ideal in! dapat terealisir dengan
sempurna, maka hak asasi manusia
dengan sendirinya akan terjamin. Sampal
dl sini kita patut mencatat, bahwa
argumen tentang pembatasan kekuasaan
melalui aturan-aturan hukum yang
berlaku, terkesan menciptakan suatu
kondisi dimana aktifltas pemerintah
terpasung kaku oleh aturan-aturan Itu.
Akan tetapi, aturan-aturan hukum itu tidak
diciptakan demi pembatasan-pem
batasan itu sendiri, melainkan untuk
mencapai nilai-nllal etis yang hendak
direallsasikan rneialul aturan-aturan itu.
Sarana memang penting, akan tetapi
pencapaian tujuan jauh lebih penting.
Aturan-aturan hukum penting, tetapi
keadiian jauh lebih penting, karena
keadilan merupakan dambaan semua or-
ang.
Dalam kondisi yang demikian,
pemerintah dapat melakukan aktifitasnya
dalam bingkal yang jelas dan arah yang
tegas, sementara hak-hak masyarakat
juga dapat terealisasi dengan tidak
terclptanya dominasi salah satu pihak,
semuanya tunduk di bawah satu atap;
hukum yang adil. Menurut Sjachran
Basah, Hukum Administrasi Negara
mengarahkan pada terciptanya kondisi
yang memungkinkan administrasi negara
(pemerintah) untuk menjalankan
fungsinya, dan pada saat yang
bersamaan, melindungi administrasi
negara itu sendirP^". Bila suasana Ideal
ini terwujud, maka . pertanyaan
problematis .tentang; negarakah yang
menguasai masyarakat, atau
32).Asas-asasinipertamakaii dikemukakanoleh KomisideMonchydiNederland,sebagaireaksiataskeprihatinan
' terhadapaktifltaspemerintahyang luas.Terdapatsebelasasas,yaknl;asakepastlanhukum,asaskeseimbangan,asas
kesamaan dalam mengambii keputusan, asasbertindak cermat/seksama, asasmotivasi, asas tidak menyalahgunakan
kewenangan, asaspermainan yanglayak, asaspemenuhan pengharapan yangditimbulkan, asaskeadilan, asas
meniadakanakibatkeputusanyang batal,dan asasperlindungancarahiduppribadi.OlehKoentjoroPurbopranoto
ditambahdua asas lagi, yakni asaskebijaksanaan, danasaspenyelenggaraan kepentlnganumum.(LihatKoentjoro
Purbopranoto,BeberapaCatatan HukumTata Pemerintahan danPeradiianAdministrasi Negara,Alumni,Bandung,
I97S, hal.27 - 30. Lihat pula SF. Marbun,PeradiianTataUsahaNegara, Liber^, Yogyakaita,CetakanPertama,
1988).
33).SjachranBasah,Perlindungan Hukumtertradap SikapTindakAdministrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992,hal.3 -
4.
34). Ibid, hal. 5-6.
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masyarakatkah yang menguasai negara,
mehjadi tidak relevan.
Pada akhirnya, di dalam praktek,
negara hukum hanya bisa tegak jika
mendapatdukungan sukarela dari rakyat,
dan dijalankan oleh para penyeienggara
negara yang memiliki komitmen untuk
menopang terealisasinya keadilan di
tengah masyarakat
PENUTUP
Dibanding pada negara hukum formal,
pada negara hukum material aktlfltas
pemerintah menjadi leblh luas.
Pemerlntah, melalul freies Ermessen,
memiliki kewenangan dari kemerdekaan"
yang luas untuk terlibat aktif dalam
kehldupan sosial dan ekonomimasyarakat
dalam upaya mereallsir fungsl
bestuurzorg. Agar aktifitas pemerintah inl
tidak menjurus kepada perbuatan
melawan hukum (onrechtrhatige overheid
daad), penyalahgunaan wewenahg
(detoufnemen de pouvoir), dan tindakan
sewenang-wenang (willekeur),maka peflu
dibatasi.
Pembatasan kekuasaan pemerintah
ditempuh dengan beberapa cara, yakni;
1. melalul pembagian kekuasaan negara
sehingga. tidak bertumpuk pada satu
tangan, yang dapat menimbulkan tirani.
^2. aktifitas pemerlntah harus berdasarkan-
pada asas legalitas dan asas yuridikitas.
3. aktifitas pemerlntah tidak boleh
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerlntahan yang balk (algemene
beglnselen behorlijk van bestuur).
4. mengupayakan agar lembaga
peradllan, . terutama peradilan
adminlstrasi, berperan secara efektif.
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